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Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab putus kontrak
pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang jasa pemerintah.
Pemerintah telah mengambil kebijakan set aside dengan
memberikan kesempatan lebih besar bagi usaha kecil untuk
mengikuti pengadaan pemerintah. Secara teoritis, pengelolaan
pekerjaan  membutuhkan pemahaman mendalam terhadap
constraint pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian ini
adalah kasus pemutusan kontrak yang terjadi pada tahun 2021 di
salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan
wawancara pada para pelaku pengadaan. Data penelitian
dianalisis dengan menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penyebab utama putus kontrak adalah faktor
keuangan penyedia. Kemudahan mengikuti tender memungkinkan
penyedia memenangkan tender di atas kemampuan keuangan
yang dimiliki. Selain itu, kesalahan pengaturan cash flow
berkontribusi dalam faktor keuangan tersebut. Temuan ini
mengindikasikan bahwa kebijakan set aside perlu disertai dengan
pengembangan kapasitas bagi pelaku usaha kecil. Sementara itu
bagi pelaku pengadaan, penelitian ini dapat menjadi masukan
penting dalam pengelolaan pekerjaan untuk mengurangi risiko
putus kontrak.
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1. PENDAHULUAN

Anggaran  pemerintah  salah  satunya
dilaksanakan melalui pengadaan barang jasa
pemerintah (PBJ). Nilai Anggaran dan Pendapatan
dan Belanja Negara/Daerah yang direalisasikan
melalui PBJ cukup besar sehingga salah satu tujuan
PBJ adalah peningkatan peran pelaku usaha kecil di
Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 2021).
Pengaturan dalam Peraturan Presiden (Perpres)
tersebut salah  satunya diwujudkan dengan
pengurangan syarat sebagai bagi usaha kecil sebagai
penyedia, pembatasan paket pengadaan khusus untuk
usaha Kkecil, dan beberapa perubahan lainnya

(Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah, 2021).

Penyediaan paket pekerjaan khusus untuk
usaha kecil merupakan aplikasi dari kebijakan set
aside. Hawkins dkk. (2018) menyimpulkan bahwa
kebijakan ini dapat memberikan biaya transaksi yang
lebih rendah dan kinerja usaha kecil tidak kalah
dengan usaha besar. Cravero (2017) juga
mengungkapkan bahwa set aside dapat memberikan
dampak sosial yang positif terhadap lapangan kerja
dengan memberikan kesempatan kepada pekerja
yang tidak ditampung oleh pasar tenaga Kkerja.
Bahkan Nakabayashi (2013) menyatakan bahwa
banyak usaha kecil akan keluar dari pasar pengadaan
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jika kebijakan set aside dicabut meskipun di sisi lain
kurangnya persaingan akan meningkatkan biaya
pengadaan  pemerintah, lebih  dari  sekedar
mengimbangi inefisiensi biaya produksi. Penelitian-
penelitian tersebut secara umum menyimpulkan
bahwa set aside dapat memberi dampak positif bagi
pemerintah dan usaha kecil. Namun demikian, setiap
kebijakan perlu dievaluasi untuk memberi umpan
balik tentang apa yang terjadi dalam praktik
berkaitan dengan kebijakan tersebut (Trochim, 2009).

Project Management Institute  (2013)
menyebutkan bahwa setiap pekerjaan akan selalu
berhadapan dengan project constraints berupa waktu,
biaya, dan lingkup pekerjaan. Ketiganya akan saling
mempengaruhi satu sama lain (triple constraint).
Penyelesaian suatu proyek pekerjaan membutuhkan
kemampuan adaptasi terhadap constraint yang
dihadapi (Ward, 2003). Dalam kaitannya dengan set
aside policy untuk usaha kecil, kemampuan usaha
kecil untuk mengelola constraint tersebut dapat
menjadi kunci keberhasilan penyelesaian pekerjaan.

Salah satu jenis pengadaan dalam PBJ adalah
pengadaan pekerjaan konstruksi. Mulai tahun 2021,
paket pekerjaan konstruksi senilai kurang dari 15
milyar rupiah dikhususkan hanya dapat diikuti oleh
penyedia dengan kualifikasi usaha kecil. Pemilihan
penyedia untuk pekerjaan di atas 200 juta rupiah
dilakukan melalui tender. Harga terendah merupakan
salah satu Kkriteria penentuan pemenang tender
tersebut (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, 2021).

Keputusan pelaku usaha untuk mengikuti
tender dipengaruhi oleh banyak hal. Sancoko &
Pratama (2020) mengungkapkan bahwa kelengkapan
dokumen dan pemenuhan persyaratan tender
merupakan faktor yang dominan. Chua & Li (2000)
mengelompokkan faktor tersebut menjadi faktor
internal/kemampuan calon penawar sendiri dan
kondisi eksternal yang melingkupi pelaksanaan
tender dan pekerjaan. Kondisi internal tersebut
termasuk adanya “need of work” sebagai dorongan
pelaku usaha untuk mengikuti tender pekerjaan
konstruksi sebagaimana disampaikan de Neufville &
King (1991). Dari sisi eksternal pelaku usaha,
penelitian Johantri dkk. (2022) menunjukkan adanya
korelasi antara jumlah peserta tender dengan tingkat
inflasi selama pekerjaan itu dilaksanakan.

Pekerjaan konstruksi biasanya memiliki waktu
pengerjaan yang tidak cepat. Salah satu risiko yang
dihadapi pemerintah selaku pemilik pekerjaan adalah
kegagalan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan
kontrak. Kemunduran penyerahan hasil pekerjaan
dapat mempengaruhi pemberian layanan pada
masyarakat. Studi terdahulu di berbagai negara
menyimpulkan berbagai penyebab dari pekerjaan
yang tidak selesai. Penyebab dominan adalah
masalah keuangan (Abdulkadir S. dkk., 2020a; Alao
& Jagboro, 2017a; Albtoush dkk., 2022; Egwim dkk.,
2021a; Eja & Ramegowda, 2020a; Khudhaire & Naji,
2021; Mac-Barango, 2017; Nzekwe dkk., 2015a;

Shahhossein dkk., 2017a; Thandi, 2020a), waktu
pekerjaan (Damoah & Akwei, 2017; Isensi, 2006;
Khudhaire & Naji, 2021), dan lingkup pekerjaan (Eja
& Ramegowda, 2020a; Mac-Barango, 2017; Nzekwe
dkk., 2015a; Yap dkk., 2021). Selain itu, masih
terdapat penyebab lain yang berkontribusi terhadap
kegagalan penyelesaian pekerjaan seperti kondisi
pasar dan fluktuasi harga (Abdulkadir S. dkk., 2020b;
Alao & Jagboro, 2017b; Egwim dkk., 2021b;
Nzekwe dkk., 2015b), persaingan penawaran
(Fatayer dkk., 2022; Shahhossein dkk., 2017b),
tekanan politik (Egwim dkk., 2021b; Eja &
Ramegowda, 2020b; lIkechukwu & Ozuzu, 2021;
Nzekwe dkk., 2015b) serta adanya korupsi (Cross &
Abbas, 2019; Eja & Ramegowda, 2020b; Thandi,
2020b). Meskipun telah banyak diteliti di berbagai
negara, penelitian di Indonesia masih jarang ditemui.

Penelitian ini berusaha mengungkap penyebab
pemutusan kontrak akibat penyedia gagal memenuhi
kontrak PBJ. Penelitian menggunakan kasus
pemutusan kontrak paket pekerjaan konstruksi pada
tahun 2021 di satuan kerja di lingkungan
Kementerian Keuangan. Sepanjang tahun 2020,
jumlah paket pekerjaan konstruksi yang mengalami
putus kontrak di tingkat kementerian hanya tiga paket
sedangkan pada tahun 2021 jumlah paket yang

mengalami putus kontrak meningkat signifikan
menjadi 15 paket pekerjaan. Sebagian besar
pekerjaan  tersebut adalah  pekerjaan  yang

dilaksanakan oleh penyedia dengan kualifikasi usaha
kecil. Pemutusan kontrak terjadi karena penyedia
tidak memenuhi kewajiban dengan mencapai prestasi
pekerjaan sesuai dalam kontrak serta dinilai tidak
mampu menyelesaikan pekerjaan. Bagi pemerintah,
pemutusan kontrak ini mengakibatkan penerimaan
pekerjaan menjadi lebih lama. Bagi penyedia yang
diputus kontrak, penyedia mendapatkan sanksi
dimasukkan ke dalam daftar hitam pengadaan
sehingga tidak dapat mengikuti tender pemerintah
dalam jangka waktu tertentu (Presiden Republik
Indonesia, 2018).

Penelitian  ini  diharapkan  memberikan
pemahaman lebih dalam tentang penyebab penyedia
tidak dapat memenuhi prestasi pekerjaan dalam
kontrak. Penyebab tersebut dapat diharapkan dapat
menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengelola
risiko terkait kontrak dengan penyedia. Selain itu,
penyebab putus kontrak dapat digunakan sebagai
bahan evaluasi penerapan kebijakan  dalam
pengadaan. Bagi penyedia, pemahaman terhadap
penyebab kegagalan dapat digunakan sebagai
evaluasi dalam mengelola suatu pekerjaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam
penelitian ini menggunakan data primer dan data
sekunder. Data primer dikumpulkan dengan
melakukan wawancara pada informan. Sedangkan
data sekunder diperoleh dari dokumen, jurnal yang
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relevan dan peraturan terkait fokus penelitian.
Informan dalam penelitian terdiri dari para pelaku
pengadaan barang jasa dan kelompok kerja pemilihan
di Tingkat Kementerian. Informan dalam penelitian
ini antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia (Pokja), Kepala
Bagian Manajemen Pengadaan dari Biro Manajemen
Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian
Keuangan, Staf PPK, dan Penyedia. Analisis data
dilakukan dengan analisis tematik dengan mengacu
pada Rozali (2022), Sitasari (2022) dan Creswell
(2002).  Proses  analisis  dimulai  dengan
mendiskripsikan tema dan membangun koneksi antar
tema secara terstruktur untuk mencari hubungan
sebab-akibat (kausalitas). Selanjutnya dilakukan
interpretasi dan pendiskripsian dengan penyajian
berdasarkan teori triple constraint.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan studi kasus
perbaikan selasar di salah satu satuan kerja
pemerintah di Kementerian Keuangan pada tahun
2021. Pekerjaan konstruksi perbaikan selasar
dilakukan oleh usaha kecil dengan nilai kontrak
sebesar Rp839.952.678,-. Ruang lingkup pekerjaan
adalah penggantian bahan penutup atap, penggantian
besi yang keropos, dan perkerasan lantai selasar
menggunakan bahan beton bermotif. Waktu yang
disediakan adalah 90 hari kalender. Penyedia dipilih
dengan metode tender yang diikuti oleh 132 peserta.
Pekerjaan ini menyediakan fasilitas uang muka
sebesar 20% dari nilai pekerjaan.

Dilihat dari constraint ruang lingkup,
perbaikan selasar ini bukan merupakan pekerjaan
berisiko tinggi dan relatif sederhana. Material yang
dibutuhkan banyak tersedia di pasar, dan tidak
dibutuhkan tenaga kerja spesialis yang banyak.

Dari segi constraint waktu, periode 90 hari
merupakan waktu yang sudah dirumuskan oleh
konsultan perencana dengan keahliannya sebelum
ditetapkan oleh PPK. Hal ini berarti waktu yang
disediakan memadai untuk menyelesaikan pekerjaan.
Dari sisi keuangan, penyedia diketahui mengambil
fasilitas uang muka dalam pekerjaan ini.

Namun  demikian pada kenyataannya
pekerjaan perbaikan selasar tidak berjalan lancar.
Progres pekerjaan tidak mencapai target sebagaimana
dijanjikan penyedia dalam kontrak. Prosedur show
cause meeting (SCM) sudah ditempuh untuk
mendapatkan solusi dan tindak lanjut. Akhirnya pada
bulan Desember 2021 PPK memutus kontrak dengan
penyedia. Penyedia tidak dapat memenuhi kewajiban
dalam kontrak disebabkan progres pekerjaan yang
lambat dan penyedia tidak memenuhi komitmen yang
disepakati saat SCM. Kontrak diputus dengan
progress penyelesaian pekerjaan hanya mencapai
11,85% meski pekerjaan telah berjalan kurang lebih
60 hari kalender.

Dalam berita acara pembahasan, alasan
penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan

tertulis dikarenakan kondisi keuangan. Hal ini
mengakibatkan proses pembelian material terhambat,
pembayaran tenaga kerja tidak lancar, dan pada
ujungnya target progres pekerjaan tidak tercapai.
Penelitian ini kemudian menelusuri lebih dalam
terkait akar permasalahan dari masalah keuangan
yang dialami  penyedia  sehingga  berujung
pekerjaan/kontrak tidak selesai.

Kemudahan berusaha dan kemampuan usaha
kecil

Kebijakan set aside bagi usaha kecil dalam
pengadaan bukan sesuatu yang baru. Penelitian
sebelumnya menyimpulkan bahwa kebijakan ini baik
bagi pelaku usaha kecil (Cravero, 2017; Hawkins
dkk., 2018; Nakabayashi, 2013). Penelitian Gourdon
& Bastien (2019) mengungkap bahwa praktik ini
berjalan di beberapa negara ASEAN. Kebijakan set
aside bagi usaha kecil perlu disertai dengan kesiapan
pelaku usaha di dalamnya.

Salah satu kemudahan berusaha dalam Perpres
Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ adalah
ditiadakannya Syarat Kemampuan Nyata (SKN) bagi
penyedia usaha kecil. Peserta tender tidak perlu lagi
membuat perhitungan sendiri besarnya kemampuan
keuangan mereka untuk mengerjakan proyek. SKN
berisi perhitungan modal bersih dan kemampuan
keuangan yang dimiliki peserta berdasarkan laporan
keuangan tahun terakhir. Bagi usaha nonkecil,
laporan keuangan sebagai dasar perhitungan sudah
harus diaudit oleh kantor akuntan publik. Bagi usaha
kecil, peniadaan SKN tersebut memudahkan peserta
tender dengan tidak perlu menyertakan laporan
keuangan yang sudah diaudit. Selain itu, peserta tidak
perlu khawatir akan digugurkan ketika mereka
memiliki modal kerja yang terbatas.

Syarat yang masih harus dipenuhi oleh usaha
kecil dalam tender adalah dokumen isian sisa
kemampuan paket (SKP). SKP merupakan
perhitungan kemampuan penyedia untuk
mengerjakan proyek dalam waktu bersamaan. Nilai
maksimal kemampuan paket usaha kecil ditetapkan
sebesar tiga (Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, 2021). Meskipun telah
ditetapkan dalam peraturan, pengisian SKP bersifat
self-assessment dimana penyedia mengisi sendiri
isian tersebut. Oleh karena itu, jika dalam waktu yang
bersamaan penyedia memasukkan penawaran di
paket-paket pekerjaan yang berbeda, SKP saat
pengisian dengan SKP saat mengerjakan pekerjaan
dapat berbeda.

Dalam kasus yang menjadi objek penelitian,
penyedia yang mengerjakan pekerjaan selasar
diindikasi mengerjakan beberapa pekerjaan lain
dalam waktu yang bersamaan. Jika hal tersebut
dilakukan tanpa disertai dengan penambahan
kemampuan keuangan, maka dapat berakibat
kekurangan pendanaan bagi pelaksanaan pekerjaan.

SKP penyedia dapat dideteksi oleh Pokja
dengan membuka data yang disediakan LPSE.
Deteksi dilakukan dengan mencari pemenang tender
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berdasarkan nama atau Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) penyedia. Namun demikian, penelitian ini
menemukan bahwa terdapat praktik pinjam bendera
yaitu  dengan  mengerjakan  suatu  proyek
menggunakan nama penyedia lain dimana praktik ini
sulit terdeteksi oleh Pokja.

Praktik pinjam bendera bukan sesuatu yang
baru di Indonesia dan sudah diteliti sebelumnya
(Dewi, 2021; Hermawan & Pramana, 2022; Jihad,
2023; Kautsariyah & Hardjomuljadi, 2016; Marchia,
2023). Pinjam bendera juga teridentifikasi dari
keterangan para informan. SKN maupun SKP dalam
persyaratan tender menjadi tidak berarti ketika
praktik ini masih bisa dilakukan peserta tender.
Sampai saat ini belum ditemukan kebijakan yang
dapat mematikan praktik ini secara efektif.

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 secara eksplisit
memberikan ruang lebih banyak bagi usaha kecil.
Pemerintah mengharuskan paket bernilai sampai
dengan lima belas milyar rupiah diperuntukkan bagi
pelaku usaha kecil (Presiden Republik Indonesia,
2021). Definisi usaha kecil adalah usaha dengan aset
bersih paling besar 500 juta rupiah, atau memiliki
hasil penjualan tahunan sampai dengan 2,5 milyar
rupiah  (Republik Indonesia, 2008). Melihat
perbandingan paket yang diberikan dan kemampuan
keuangan yang dimiliki usaha kecil menurut undang-
undang, maka usaha kecil dimungkinkan
mengerjakan paket pekerjaan yang nilainya jauh
lebih besar dari kekayaan bersih yang mereka miliki.
Hal ini dapat memicu risiko usaha kecil mengalami
kesulitan pendanaan pekerjaan.

Keuangan dan pengaturan cash flow

Berdasarkan ~ wawancara  dengan  para
informan, penyedia pada dasarnya memiliki alternatif
pendanaan selain dari modal sendiri. Penyedia dapat
mengajukan pinjaman pada bank dengan menjadikan
kontrak pekerjaan sebagai jaminan. Beberapa bank
memberikan produk ini bagi para penyedia. Selain
itu, penyedia dapat menggunakan fasilitas uang muka
pekerjaan. Bagi usaha kecil, pemerintah memberikan
kebijakan bahwa paket pekerjaan sampai dengan dua
puluh persen uang muka dari nilai kontrak. Ketentuan
uang muka ini sudah dapat diketahui penyedia
sebelum memasukkan dokumen penawaran. Dengan
demikian penyedia dapat membuat perencanaan
pendanaan proyek dengan lebih baik.

Selain  fasilitas pinjaman per kontrak,
informan penyedia menyebutkan bahwa bank juga
memiliki produk pinjaman kepada penyedia dengan
plafon tertentu untuk jangka waktu satu tahun. Biaya
yang dikeluarkan untuk mendapatkan pinjaman ini
relatif murah. Selain biaya atas bunga pinjaman,
penyedia juga perlu membayar biaya pengurusan
dokumen legal. Jumlah biaya legal bersifat fixed cost
dan relatif kecil jika dibandingkan plafon yang akan
mereka terima.

Pagu batas atas pinjaman ditentukan
berdasarkan performa penyedia dalam menyerap
pinjaman dalam satu tahun serta ketepatan membayar

cicilan pokok dan bunga. Jenis pinjaman ini
memunculkan dugaan bahwa penyedia akan
berupaya menyerap sebanyak-banyaknya pinjaman
dengan cara memenangkan sebanyak mungkin paket
pekerjaan. Hipotesis tersebut dapat didalami dalam
penelitian selanjutnya.

Pemutusan kontrak pada kasus yang menjadi
objek penelitian juga disebabkan oleh kesalahan
pengaturan cash flow. Dalam kontrak yang

disepakati, penyedia mendapatkan fasilitas uang
muka. Hal ini berarti penyedia menerima
pembayaran  sebelum melaksanakan pekerjaan

dengan menyerahkan jaminan uang muka. Selain itu
terdapat klausul pembayaran secara termin. Ketika
penyedia telah mencapai prestasi pekerjaan 50%,
termin pertama dapat ditagihkan. Model kontrak ini
sudah lazim digunakan dalam pengadaan barang jasa
dan diperbolehkan oleh pemerintah (Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
2021).

Uang muka dapat dipandang sebagai fasilitas
yang membantu keuangan penyedia. Pemanfaatan
fasilitas uang muka yang baik seharusnya dapat
mengurangi beban pendanaan. Namun Perpres
Nomor 12 Tahun 2021 mensyaratkan penyedia
memberikan jaminan uang muka sebelum menerima
pembayaran. Jaminan uang muka dapat disediakan
oleh perusahaan asuransi atau perusahaan perbankan.
Jaminan uang muka dari bank pada umumnya
didahului dengan penyetoran dana kepada bank.
Untuk mendapatkan uang muka, penyedia perlu
memasukkan sejumlah uang ke bank sebagai penerbit
jaminan uang muka. Hal ini memperlihatkan uang
muka bukan fasilitas yang cuma-cuma.

Jaminan uang muka yang diterbitkan
perusahaan asuransi menurut Kketerangan informan
biasanya lebih murah. Penyedia cukup memasukkan
jumlah dana tertentu ke perusahaan asuransi untuk
mendapatkan jaminan uang muka yang lebih besar
dari dana yang diserahkan tersebut. Dalam hal ini,
uang muka dapat dipandang sebagai fasilitas yang
baik bagi penyedia. Pada kasus yang menjadi objek
penelitian, kontrak mengatur bahwa jaminan uang
muka harus diterbitkan oleh bank.

Pengajuan uang muka harus disertai dengan
rencana penggunaan (Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, 2021). Rencana penggunaan
tersebut disertakan dengan jaminan untuk dapat
disetujui oleh PPK. Dengan persetujuan PPK, uang
muka dapat diberikan kepada penyedia.

Berdasarkan keterangan informan, ketika uang
muka sudah diberikan, sulit untuk menguji realisasi
atas rencana penggunaan uang muka yang
sebelumnya diajukan penyedia. Secara praktis, sulit
mengukur kuantitas penggunaan material. Di sisi
tenaga kerja, sulit mengetahui besarnya upah riil
yang dibayarkan penyedia kepada pekerja mereka.
Kendali PPK atas penggunaan uang muka setelah
uang muka tersebut diterima penyedia adalah lemah.
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Penggunaan uang muka yang tepat dapat
mempermudah penyedia mencapai prestasi pekerjaan
dan menerima termin pertama pembayaran. Namun
ketika uang muka tidak digunakan penyedia
sebagaimana peruntukannya, akan menjadi hambatan
dalam mencapai prestasi pekerjaan tersebut. Dalam
kasus yang menjadi penelitian, penyedia terindikasi
menggunakan uang muka pekerjaan  untuk
membiayai pekerjaan ditempat lain. Harapannya,
pekerjaan di tempat tersebut dapat dipercepat dan
penyedia mendapatkan pembayaran termin. Masalah
yang terjadi adalah semua kemampuan keuangan
sudah digunakan dalam pekerjaan tetapi prestasi
pekerjaan tidak cukup untuk mencapai termin
pembayaran. Hal ini mengakibatkan pekerjaan lain
tidak mampu dibiayai.

Dalam pengaturan, cash flow pelaksanan
pekerjaan perlu memperhatikan banyak hal termasuk
waktu pelaksanaan pekerjaan dan faktor lain yang
menimbulkan ketidakpastian (Reinschmidt & Frank,
1976). Gorog (2009) memperingatkan bahwa cash
flow proyek sebatas dimonitor tetapi tidak
dikendalikan. Lebih jauh, Zayed & Liu (2014)
menekankan bahwa pengaturan cash flow proyek
konstruksi membutuhkan manajerial yang baik.
Dalam kasus yang menjadi objek studi, tidak
ditemukan indikasi penyedia memiliki kemampuan
pengaturan cash flow yang baik.

Pengaturan cash flow berkait erat dengan
banyaknya pekerjaan yang dilaksanakan dalam waktu
yang bersamaan. Ketika pelaku usaha kecil lebih
tergiur dengan fasilitas kemudahan mengikuti tender
dan berupaya memenangkan sebanyak mungkin
paket, kompleksitas manajemen cash flow menjadi
meningkat. Risiko kegagalan penyelesaian pekerjaan
akan menurun jika penyedia memperhatikan
kekuatan internal mereka dalam memasukkan
penawaran.

Berdasarkan uraian di atas, penyebab utama
pemutusan kontrak adalah salah satu constraint
dalam manajemen proyek yaitu keuangan. Penelitian
ini  juga menguatkan penelitian  sebelumnya
(Abdulkadir S. dkk., 2020; Alao & Jagboro, 2017;
Albtoush dkk., 2022; Egwim dkk., 2021; Eja &
Ramegowda, 2020; Khudhaire & Naji, 2021; Mac-
Barango, 2017; Nzekwe dkk., 2015; Shahhossein
dkk., 2017; Thandi, 2020). Lebih jauh, penelitian ini
mengindikasikan bahwa kebijakan set aside
pemerintah dalam pengadaan barang jasa masih
membutuhkan perbaikan. Kebijakan set aside
memungkinkan peningkatan partisipasi usaha kecil
dalam pengadaan barang jasa sebagaimana
disimpulkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.
Namun demikian, kebijakan ini justru meningkatkan
risiko suatu pekerjaan tidak mampu diselesaikan
sesuai dengan kontrak.

4. KESIMPULAN
Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa
pemutusan kontrak disebabkan oleh faktor keuangan

penyedia. Kemudahan mengikuti tender dengan
meniadakan syarat keuangan bagi penyedia
terindikasi sebagai penyebab penyedia mengikuti
pekerjaan yang melebihi kemampuan keuangan yang
dimiliki. Selain itu penyedia tidak memiliki
kemampuan pengaturan cash flow yang baik. Bagi
penyedia yang mengerjakan beberapa paket
pekerjaan secara bersamaan. Penggunaan seluruh
kemampuan keuangan hanya pada satu paket
pekerjaan mengakibatkan paket pekerjaan lain tidak
mampu dibiayai. Hal ini diperparah dengan gagalnya
penyedia memenuhi prestasi pekerjaan dalam rangka
pencairan termin pembayaran sehingga
mengakibatkan kesulitan keuangan bagi penyedia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan
set aside dan keberpihakan pada usaha kecil perlu
disertai dengan kendali yang kuat dari pemerintah
dalam tahap tender pemilihan penyedia. Selain itu
diperlukan pengembangan kapasitas manajerial usaha
kecil untuk mengelola cash flow pekerjaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi
kasus. Kesimpulan dalam penelitian ini tidak dapat
diberlakukan terhadap semua pekerjaan lain.
Penelitian ~ selanjutnya  dapat  menggunakan
pendekatan berbeda untuk lebih memahami penyebab
pemutusan kontrak dan kegagalan penyelesaian
pekerjaan. Kebijakan set aside juga perlu diteliti
lebih jauh baik dari sisi dampak positif dan risiko
negatif yang mungkin muncul.
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